
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) - 6 
 

Mata Pelajaran​ ​ : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 
Kelas​ ​ ​ : VII A-F 
Nama Guru​ ​ : Siti Badriyah, S.Pd 
Batas Waktu Tugas​ : Selasa, 14 September 2021 jam 09.30 – 11.30 
Media Pengiriman​ : Google Classroom / WhatsApp 
KD​ ​ ​ : 3.2 Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan 
bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan 
Tujuan Pembelajaran​ : Siswa mampu: 

1.​ Menghargai norma-norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan 
bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa 

2.​ Mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan 
bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan 

3.​ Mengampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam 
kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. 

 
Langkah Kegiatan dan Tugas: 
Kegiatan 

1.​ Bacalah ringkasan materi dibawah ini dan buku pelajaran PPKn kelas 7 bab 2. 
2.​ Mencari informasi tambahan di Google. 
3.​ Kerjakan soal pilihan ganda berikut dengan benar! 

Ringkasan Materi 
B. Arti Penting Norma dalam Mewujudkan Keadilan 
Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain: 
1. Pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan 
sosial. 
2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat 
tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban.  
3. Sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan 
yang berlaku. 
 
Norma diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. 
Tanpa adanya norma maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam 
hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainya. 
Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan 
perbedaannya terletak pada sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan 
yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara 
negara. 
 
Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa ”Negara Indonesia 
adalah negara hukum”. Jaminan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia 
sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) dan pasal 27 ayat (1) yang 
berbunyi ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan 
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 
 
Norma hukum tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan. Maka diperlukan 
alat-alat perlengkapan negara. Paksaan berlakunya norma hukum dilakukan oleh alat-alat 
perlengkapan negara yang berwenang seperti polisi, jaksa, dan hakim. Untuk menyelesaikan 



masalah-masalah perdata seperti pembagian harta warisan dapat mengajukan ke pengadilan untuk 
diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Untuk mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan dan 
gangguan keamanan diperlukan aparat kepolisian. Sedangkan, untuk mewakili negara melakukan 
tuntutan terhadap pelaku kejahatan di sidang pengadilan dilakukan oleh aparat kejaksaan. 
 
Secara garis besarnya fungsi norma hukum adalah sebagai berikut. 
1. Fungsi hukum memberikan pengesahan (legitimasi) terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. 
2. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. 
3. Fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. 
4. Fungsi hukum sebagai senjata dalam konflk sosial 
 
Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud keadilan. Hal ini sesuai 
dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, 
teori keadilan dalam tujuan hukum dianut oleh negara Indonesia seperti digambarkan dalam setiap 
putusan pengadilan yang harus diawali dengan kalimat ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa". Hal ini berarti setiap putusan pengadilan harus didasarkan atas rasa keadilan. 
 
Keadilan berasal dari kata dasar adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 
(tindakan) tidak berat sebelah, sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Keadilan menandakan bahwa 
setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang tetapi harus diperlakukan sesuai dengan 
hak-haknya. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan 
diperlakukan sebagaimana mestinya. 
 
Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah sebagai berikut. 
a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti 
pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk 
kesejahteraan, bantuan, subsidi dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan 
kewajiban. 
b. Keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga 
negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnnya secara 
timbal balik. 
 
Tegaknya keadilan hukum akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai Kemanusiaan Yang Adil 
Dan Beradab sebagai sila kedua Pancasila, dan sekaligus mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu 
nilai-nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 
 
Barang siapa melanggar suatu aturan hukum akan dikenakan sanksi. Sanksi biasa disebut sebagai 
hukuman, yaitu suatu pengenaan dengan kekuasaan memaksa sesuatu yang tidak dikehendaki, tidak 
menyenangkan atas individu, kelompok individu atau kelembagaan badan hukum tertentu sebagai 
imbalan/ganjaran atas perbuatan yang dinilai melanggar norma hukum yang berlaku. Dijatuhkannya 
hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenarannya, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut. 
a. Pembalasan atas kesalahan. 
b. Penjeraan, baik yang bersifat untuk umum ataupun untuk pelaku. 
c. Rehabilitasi. 
d. Menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. 
e. Mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. 
 
Di dalam hukum pidana, hukuman itu dibagi ke dalam dua macam, yaitu hukum pokok dan hukuman 
tambahan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 menyatakan bahwa 



hukuman pokok meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman 
denda. Hukuman tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman putusan hakim. 
 
Hukuman bagi pelanggar norma hukum juga tidak hanya berlaku dalam lapangan hukum pidana 
tetapi dapat juga mencakup hukum perdata dan hukum tata usaha negara. Di dalam hukum perdata, 
hukumannya berupa ganti rugi, sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa ”Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang 
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan 
kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut.” Di dalam hukum tata usaha negara, sanksi 
hukuman berupa pemecatan dari jabatan atau skorsing terhadap seorang pegawai, pencabutan izin 
usaha, pencabutan izin mengemudi, pencabutan izin terbit dan sebagainya. 
 
Norma hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa. Pemberian hukuman bagi anggota 
masyarakat yang melanggar hukum, dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh 
melakukan tindakan main hakim sendiri. Melakukan tindakan main hakim sendiri termasuk juga 
perbuatan melanggar norma hukum. 
 
Tugas 
Kerjakan di buku tulis, dengan pertanyaan ditulis ulang disertai jawaban. Lalu difoto dan krim melalui 
Google Classroom. 
Bagi siswa yang mengerjakan manual di sekolah, lembar PJJ disimpan oleh siswa dan tidak 
dikembalikan ke sekolah. Kerjakan di kertas terpisah, tulis nama siswa dan kelas, soal ditulis ulang 
disertai jawaban. Yang dikumpulkan adalah lembar kerja siswa. 
 
1. Kumpulkan berita tentang ketaatan dan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku dalam 
masyarakat, berupa 1 berita tentang ketaatan dan 1 berita tentang pelanggaran. Berita dapat kalian 
peroleh dari media cetak, internet, televisi, radio, atau peristiwa yang terjadi di sekitar kalian. 
2. Dibawah setiap berita, berikan komentar kalian tentang penerapan norma hukum dalam peristiwa 
tersebut, seperti: norma apa yang dipatuhi/dilanggar, dan jika itu pelanggaran maka sanksi apa yang 
dapat dijatuhi kepada pelaku menurut pendapat kalian, dan pandangan kalian terhadap berita 
tersebut, atau tulis apa saja yang ada di pikiran kalian setelah membaca berita tersebut. 
3. Di akhir laporan kegiatan, tulislah tujuan dan manfaat aturan! 


